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ABSTRAK

Hariyono, Nim 2286040016: “Analisis Penegak Hukum Terhadap Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)”

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena
ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini,
dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap
pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis
ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat
lambat. Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusatdan daerahini tentunya
berdampak terhadap proses pembangu dan pelayanan terhadap masyarakat,
dimana PNS sebagai abdi negara dan; ;\ asyarakat yang seharusnya menjadi
ujung tombak dalam rangka mev _]ucﬂ(an fféménntahan yang bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme, tetapi, ngﬂafl ﬁle%‘gdl pelak‘ tmdak plda:na korupsi seperti
yang banyak terjadi pada s af lmr | A\ \ N

Masalah penel i/ Jan ini’ adalah b\éga @ana pan gan\penegak hukum dalam
Pemberantasan deakz *Prdana Kbrupsfb Bagaimana penegal‘(an hukum terhadap
tindak pldana korupswang dilakukan oleh: pe_]abat pemermta]q?; Pagalmana peranan

ukum

"

suami dan istri dal rum ""t—éﬁéga dalan’rp perbuatan m Em hukum formil
& :
maupun hukum Is@ly’/ _ ;
Tujuan pepefi an ml—ai_tal tu ———mengetahil mengana1131s
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suami dan‘;stri’ dal “_) htangga dala 'pel:b
maupun hukum Islam. s géu{éki
Metode pene[ir't};:ﬁn ini<dilakukan”der b'{)

suatu proses pene,_lm | dam] g\ kan
menyelidiki suatu fer 1213 a sc§s1 danmasalahm usia HEE
X i

Hasil  penelitian| | | ini mengi bqh.virfaij‘; asxl penelltlan ini

menyimpulkan,bahwa pengatm‘anmqn 2 dak “pldjhna korup31 yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 -Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan
maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan
hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam undang-undang tersebut terutama
mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi,
karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan
pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan
terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor
dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.Ketika
pemerintah menyahgunakan kewenanganya, maka haris diproses secara hukum yang
berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang dan Pejabat Pemerintah

Vi



ABSTRACT

Hariyono, Nim 2286040016: "Law Enforcement Analysis of Corruption
Committed by Government Officials in Connection with Law Number 20 of 2001
concerning the Eradication of Corruption Crimes (Case Study at the Cirebon
Regency District Prosecutor's Office)"

Discussions about corruption seem to never end. This phenomenon is indeed
very interesting to study, especially in a situation like the current one, where there
are indications that reflect people's distrust of the government. The demand for clean
government is getting louder, following the recent economic crisis, as well as very
slow economic growth in Indonesia. This corrupt behavior of central and regional
government bureaucratic officials certain]y has an impact on the development
process and services to society, where -servants as state servants and public
servants who should be the 'spearhead 5%&1 g a government free from corruption,
collusion and nepotism, but mstcagﬁjhc"ome p‘e‘ipetrators of criminal acts. corruption
as is often the case today. n""j =4 »

The problem (/)ﬁ’ﬂal “research ds he_vi
eradicating corruptlon? HJ wiis la\y/ enforce mel‘n agams inal acts of corruption
committed by gover ’_gint/afﬁmals?"WhahS“iﬁé role oc}gsl‘aand and w1fe in the
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The results
conclude that the reéwz
Law Number 31 of lid

- It of thlS research
}tlon as regulated in

1 9; 1 o Juhct:lon with Law. “u’mbei l(tcL 2001 concerning the
Eradication of criminal-acts o corruptlrog}(iaf@ot be said b timal and need a lot
of improvement, especially in matters: of . law. & ethrcement And what needs to be
emphasized in this law is especmﬂymhg/replacement money imposed on
perpetrators of criminal acts of corruption, because the sanction for providing
replacement money is an effort to save and return state money that has been
corrupted and is an effort to impoverish the perpetrators of corruption so that this
will deter corrupt perpetrators and prevent other potential perpetrators from
committing criminal acts of corruption. When the government abuses its authority, it
must be processed according to the applicable law in accordance with the actions it

commits.

Keywords: Crime, Abuse of Authority and Government Officials
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